| | SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

et G“ALS

RENCANA AKSI DAERAH

2025-2029

vy e Ly

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025-2029

Menimbang:

Mengingat:

a.

ll

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, perlu adanya rencana aksi daerah
tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan memuat target, arah kebijakan dan strategi
pencapaian dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait
pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta
hukum dan tata kelola;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a angka 2
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dan Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor KEP.
69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Pedoman
Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Rencana Aksi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
(TPB/SGDs), Bupati berwenang menetapkan Rencana
Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
Sustainable Development Goals Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan




Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian = Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);



Menetapkan:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi,
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 583);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor
165);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 166);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
168),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025-2029.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.




10.

11.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB
adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri
kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan
melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas)
tujuan sampai tahun 2030.

Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat
RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan
kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
rencana pembangunan jangka menengah daerah periode
yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB
nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
dan mengacu pada rencana pembangunan jangka
panjang nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD
dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka
menengah nasional.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945.

Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



12. Filantropi adalah setiap orang perseorangan atau lembaga
yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan
dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan
bertujuan untuk mengatasi tantangan pengembangan
berkelanjutan.

13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

14. Pemangku Kepentingan adalah Ormas, Akademisi,
Filantropi, Pelaku Usaha, dan mitra pembangunan yang
terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.

15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan
timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

16. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif
atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB
yang telah selesai.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan

dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

a. pelaksanaan pencapaian TPB di Daerah;

b. seluruh Pemangku Kepentingan dalam mencapai TPB
mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku
Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan

c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan
rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Tujuan dari RAD TPB meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang
terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama meliputi:
a. pilar pembangunan sosial, meliputi:

1. tuyjuanl : tanpa kemiskinan;
2. tujuan 2 : tanpa kelaparan;
3. tujuan 3 : kehidupan sehat dan sejahtera;
4. tujuan 4 : pendidikan berkualitas; dan
5. tujuan S  : kesetaraan gender.
b. pilar pembangunan ekonomi, meliputi:
1. tujuan 7 : energi bersih dan terjangkau;
2. tujuan 8 : pekerjaan layak dan pertumbuhan
ekonomi;
3. tujuan 9 : industri, inovasi, dan infrastruktur;
4. tujuan 10 : berkurangnya kesenjangan; dan
5. tujuan 17 : kemitraan untuk mencapai tujuan.




c. pilar pembangunan lingkungan, meliputi:

1. tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak;

2. tujuan 11  : kota dan pemukiman yang berkelanjutan;

3. tujuan 12 : konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab;

4. tujuan 13 : penanganan perubahan iklim;
S. tujuan 14  : ekosistem lautan; dan
6. tujuan 15 : ekosistem daratan.
d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola, meliputi:

tujuan 16 : perdamaian, keadilan, dan kelembagaan
yang tangguh,
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. RAD TPB;
b. pemantauan dan Evaluasi;
c. pelaporan; dan
d. pendanaan.
BAB III
RAD TPB
Pasal 5

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman
dan arahan dalam wupaya pencapaian target TPB dan
pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk
tujuan, target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program.

Pasal 6

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi RAD TPB, dan penyusunan dokumen perencanaan
Daerah jangka menengah dan jangka panjang, serta acuan
bagi Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, Pemangku
Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, Pemantauan, dan
Evaluasi RAD TPB.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan
pencapaian RAD TPB.

(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan,

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



(4) Pemantauan dan evaluasi yang diunggah melalui sistem
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan laporan:

a. Perangkat Daerah untuk data capaian Daerah; dan
b. Pemangku Kepentingan.

(5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diselenggarakan oleh  Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan.

(6) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat menjadi sarana diseminasi data capaian TPB
kepada masyarakat di Daerah.

BABV
PELAPORAN

Pasal 8

(1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian
RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan
pelaksanaan pencapaian RAD TPB.

(2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur
sekali dalam (1) tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9
Pendanaan pelaksanaan RAD TPB yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan
mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempaannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal /0 Aqustus 201(

BUPATU'HULY SUNGAI TENGAH,

LLJ": Al ‘{'.‘ 7
Diundangkan di Barabai .
pada tanggal 10 Agustus 2024

BERITA D2
NOMOR 28

RAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2025-2029

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL
1 TARPA KEMISKINAN Mengukhiri Kemiskinue dalam Seguls Bentuk Dimsnspun

Angha Talfr .
Kodel| Kode2 | Sasaran / Indikator Program Sumber Dats |Satuan| Dasar m]mlm]mlm B0 pewiaars |
1.1 Pada tahun 2030, mengrntaskan kemiskinan ekstrim tagl semus orang yang saat ol berpendapetsn kursng Garl | 25 Sdet srries |
L1 1.1.1*  [Tingkst kemiskinan |1.06.05 PROORAM |Dinsos PI’KD |Persen (503 s3 1s 49 ‘5 47 }’A”JI'IASA:-. i
ekstrim. Matadata 3 |PERLINDUNGAN | PPPA e
DAN JAMINAN rm;..i.ft. |
SOSIAL KR L i
TR AT, {
'Wuﬂﬁu I
PIaM P AR LAS
PRI A H
PEIA |
1.2 Pada tahun 2030, mengurang sctidaknya setengah proporsd lakd-laki, perempuan dan snek-srak derl semus uss, yeng butuy dues
kemiskinan di semua dimenal, sesuai dengan definisi nasional }
1.2 |1.2.1* |Persentase « |1.06.04 PROORAM |Dinsos PPKB |Persen |5.12 .02 |s05 S 495 |4y Umua UL, i
penduduk yang REHABILITASI PPPA i’“’”—‘u‘" i
hidup di bawsh  [SOSIAL (PENOUIDM, !
garis krmiskinan % i
mm PEMET AT IAE |
kelompok umur. VI W IE
!M !
1,3 M pkan secara jonal si dan upaya periindungan sosial yang tepet begl ter kreanprk yang paicy mascs., i
dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan |
13 1.3.1.(b) |Cakupan kepeserta |2.07.05 PROGRAM |DPMPTSPTK |Orang |434 SO0 |00 (S0 |SH K lmm |
Jaminan Sosial HUBUNGAN MOTAL TN |
Bidang INDUSTRIAL PELAYASAS |
. frw;nr: j
T PN
1.3 |1.3.1.(a)|Proporsi pcserta 1.02.02 PROGRAM |Dinas Persen |16.52 40 140 ) o ] DANAS
jaminan kesehatan |PEMENUHAN UPAYA|gesehatan CESZHATAN ’
melahsi RISN AN AN
PERORANCAN DAN i
Bidang Keschatan. |, va yrczraTAN !
MASYARAKAT !
14 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua lald-laki dan perempuan, khususnys masyarsice! mision dan reotas, memilc hak yaog ‘1
sama terhadap b . i, serta akses terhadap pelayansn dasar, kepemiikan dan kootrd stas tazak des bereuk f
kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknolngi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk krusmpes sl i
1.4 1.4.1* |(Presentasc 1.03.03 PROGRAM |Dinas PUPR |Persen [82,11 52,01 #2046 (275 2219 (BEEE |DONAS
penduduk hidup PENGELOLAAN Kab. HST PECEZZIAAN !
|dalam rumah DAN ;L‘K..‘Dll v
tangza yang PENGEMBANGAN | PENATAAN P asc |
mempunyai akses |SISTEM |
terhadap pelayanan |PENYEDIAAN AIR :
dasar. MINUM !
1,4 |141° |Presentase 1.03.05 PROGRAM |Dinas PUPR [Persen [81.31 7661 (8629 (5679 573 (273  DINAS |
penduduk hidup PENGELOLAAN Kab. HST PEATRIAANR i
dalem rumah DAN UMM DAN {
tangza yang PENGEMBANGAN PERATAAN RanC
mempunysi akses  |SISTEM AIR |
terhadap pelayanan |LIMBAH !
dasar.
14 (142 |Propors dar 1.04.03 PROGRAM | Dinas Perkim |Persen |60 6 72 T8 B4 o2 TINAS ]
penduduk dewasa |KAWASAN Kab HST FERUMAFAN !
'yang mendapatkan |PERMUKIMAN | RAKYATY. ]
hak atas tarsh yang| AT Asan |
didasari cleh PEIOAMAN
(dokumen toikum DAN PEETANAHAS
dan yang memilild 1
hak stas tanah 1
berdasarken jenis A
krlamin dan tipe
krprmilikan. |




LS Pada tahun 2030, membangun ketah mas, k iskin dan mereka yang berada dalam kondisl rentan, dan mengurangi
kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim l:rhlt klim dan guncangan ekonoml, sosial, lingkungan, dan bencana.

L5 |15.1* [|Jumlah korban 1.05.03 PROGRAM |BPBD HST  [Orang [250 250 250 1250 1250 [250  |BADAN
meninggal, hilang, |PENANGQULANQA PENANGOULANAN
dan terkena dampak|N BENCANA BENCANA
bencana per DAERAH DAN
100.000 grang. PEMADAM

KEBAKARAN

L5 1.54* |Persentase 1.05.03 PROGRAM |BPBD HST % 100 100 100 100 100 100 BADAN
|pemerintah dacrah |PENANGGULANGA PENANGQULANAN
yang mengadopsi N BENCANA BENCANA
dan menerapkan DAERAH DAN
strategi FEMADAM
pengurangan risiko KEBAKARAN
bencana dacrah
yang sclaras dengan
strategi
pengurangan risiko
bencana nasional ’

la Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai ber, ter A lalui kerj pembang yang
lebih baik, untuk memyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnyn Iy
berkembang untuk melal kan program dan kebijakan mengnkhiri kemiskinan di semua di |

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL

2 TANPA KELAPARAN Menghilangian Kelap M pal Ketah FPangan dan Gisi yang Balk, serta Meningkatkan Pertanian

Berkelanjutan

i Angka Target
eail] N ) Dt | M fropam St Tk s"““‘“mm"" 2025 I 2026 ] 2021J 2028 l 2009 O ulmany
2.1 Pada tahun 2030, \ghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, kh a orang miskin dan mercka yang

berada dalam kondisi rentan, termasuk bayl, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup scpanjang tahun.

2,2

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapal target yang disepakati secara
internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan glzl remaja perempuan, ibu hamil

dan menyusui, scrta
2,2 2.2.1" |Prevalensi stunting |1.02.02 PROGRAM |Dinas Persen |21.5 188 |175 16,3 15,2 142 [DINAS
(pendek dan sangat |PEMENUHAN Kesehatan KESEHATAN
pendek) pada anak |UPAYA Kab. HST
di bawah lima KESEHATAN
tahun/ balita. PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
2,2 2.2.2* |Prevalensi wasting |1.02.02 PROGRAM |Dinas Persen |8,5 L] 7.5 7 6,5 6 DINAS
(berat badan/tinggi |PEMENUHAN Keschatan KESEHATAN
badan) anak pada |(UPAYA Kab. HST
usia kurang dari 5 |KESEHATAN
tahun, berdasarkan |PERORANGAN
tipe. DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
23 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pend d ks skala kecil, khususnya perempuan,
masyarakat penduduk asl, keluarga petani, p:ng:mhnhd:nnehy-n. t:rmasukmch]uhknesyanglmndannmluhldnp
lahan, ber daya produktif, dan input ya, pengetah jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan
nonpertanian
2,4 Pada tahun 2030, men}nmmmt:mwuduhd;-npnynn;m 1 ,' dan pkan praktek pertanian tangguh yang
meningkatkan produksi dan produktivitas, b i memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan
iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresifmemperbaiki kualitastanah dan lahan.
2,4 2.4.1.(a) |Proporsi luas lahan |3.27.03 PROORAM |Dinas Ha 34358,48 [34358 [34358 [34358 [34358 [34358 [DINAS PERTANIAN

pertanian yang PENYEDIAAN DAN |Pertanian
ditetapkan secbagai |PENGEMBANQAN |Kab. HST
kawasan pertanian |PRASARANA
pangan PERTANIAN
berkelanjutan.

Matriks 1 1. PFILAR SOSIAL
3 EXHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Menjamin Kshidupan yang Schat dan Meningkatkan Kesejahtoraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Angka
Kodel| Kode2 | Sasaran / Indikator Program Sumber Data | Satuan Dusar 2025'2026[2027[2023]2029 SKPD Pelaksana
3,1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.1 [3.1.1° [Angka Kematian [bu|1.02.02 PROGRAM [Dinas Orang |158 111 89 67 [#5 |22 |DINAS
(AKT). PEMENUHAN Keschatan KESEHATAN
UPAYA Kab. HST
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN

MASYARAKAT




Vi Fada bmbosiy 20550, i vogpleboba] koo iramtionn Vawy) Vapip bahide den bamlita yarg Napm! Awsgpli, e rgan & baril 18 gpre |27 el /e Tt i,
Argha K N | aetiddkssyss Vingan |2 gov 1000 K1 (Kolabibrnn Wi Aan Anghn Komatian Tudita 25 ger 100
3 Varta Vabsns 2030, tramgakbiirl epademi AHLAY, Llerkubmis, malsrie, dan pergakil 1ropsa yung, tersimian, dsn memersrg) bepstis,
N SH—- pﬂy-u bermimber wi, e pmy-n e riilnf labeirrya
10 |30 |Kepeatian Malaria ger] ) 02 02 10t AM [(rinas Kepaiia |04 ot ool T opl Tost uht [ianas
L 00 errmng, M HIAN Krar)mtan n KNP HATAN
UFAYA [ CUNIL)
KERPHATAN
FV.MOUAROAN
AN UUFAYA
KEMVHATAN
MASYARAKAT
33 13.34%  |lnskden Mepatitia 10 | ).02 02 puOGUAM |1 inas Vereen |74 " 4 9% " £ TANAS
per 1060 000 PRMENUNAN Kenrhintan KVSVAATAN
peradisdub. UFAYA Kah HoT
KERENATAN
PEVORANCGAN
DAN LUFAYA
KEBEHATAN
MASYARAKAT
14 Pada tshun 2070, mengureng) hingga e pertign angka kematian dird skibat penyski tidak menular, melsbul gercegahan dan
prigitetan, srris meningkaiban kesehistan mental dsn kesejaliterasn.
15 Memperkual pencegahian dan gengtmian peryslsh 2t ter k proysleligunasn narkinica dan peogpinsan slobal yang
memlmhayakan
3,7 Puda tahun 203, menjamin akees universal tertwdap bysnsn keseh cknual dan repr d, ley i krtumrga brrerd ans,
indormast dan pendidikan, dan lriegrusl kesehnian reprodiuksd ke dalem strateg) dan progreem nesiots).
I Merwapal cakupan kearl universal, brr k prrlindungsn rialkn keusngan, skases trrhadsp prlaysnen kearfsten daser yang
bmik, dan skers trrtiadap obat- Glmian dan yaksin daser yang eman, clekild, berkusiitas, dan lerjangkay bag semus orang,
38 (382 (s)|Cakupan Jaminan |1.02.02 PROGEAM |Dines Prrnen |'MA 100 [0 16 o (100 [pinAs
Kenrhatan Naskmal [IEMENUIHAN Krartatan KEAFHATAN
LIKH), UPAYA Kab, HaT
KEBEHATAN
PEROBRANOAN
DAN UPAYA
KEBEHATAN
MASYARAKAT
3.8 3.8.).(a) |Untinet need 1.02.02 PROGRAM |Dinas Persen |77 41 19 17 15 13 DINAS
prlaysnan PEMENUHAN Kenchatan KEBEHATAN
keneliatnn. UFAYA Kab. HST
KESEHATAN
FERORANGOAN
DAN UPAYA
KEBEHATAN
MASYARAKAT
la Memperkuat pelaknanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepst.
ab Mendukung penclitian dan penigembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak mepular yang terulama berpengaruh
terhadap negars berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangiau, sesuai the Doba Declarstion
tentang the THIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negnra hrrhcmh-n‘ untuk menggunakan secara penuh
ketenituan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekay Iektual trrkait keleluanaan untuk melndung
keschatan masyarakat, dan khususnys, menyediskan ekses obat bagl semua.

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL
4mmmuw~hmmmwmmuumml-w

Heyst untuk Semus

Angha Tar
Kire )| Keuded | Bansran [ Indikator Program Bumber Data | Satuan| Dasar SKPD Prinksana
(baseline) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 209
Pada tahun 2030, jamin bahwa anak pe dan laki laki menyclesaikan pendidhan dasar dan menengah tanps
41 dipunigut binya, setara, dan berkualitas, yang mﬂuhpﬂdl capalan pembelajaran yang rek dan efektil
L

Pada tshun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah prmuda dan orang dewasa yang memilikl krterampilan yang relevan,
termusuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang loyak dan kewirausahaan

4
4,,: 4.4 ) (&) | Proporsd remaje 4.16.03 FROORAM | DS Pernen |7233 72,33 |74 8 7% il DINAS
(usia 15-24 twhun) |MENOELOLAAN (Husenas) KOMUNIKASL,
Aan dewana (usia 18{APLIKASI Marel INFORMATIXA,
9 whun) dengsn  |INFORMATIKA STATISTIK DAN
kerrrampiian FERSANDLAN
teknailogl inturmasi
dan komunikas
TIK).
Vada tahun 2030, wpareatnn Lsekes waja dan proporsi kelompok dewnsa tertentu, balk ki ki maupun perem puan,
14 = m L bﬂmn,:l—;iulnn yang h anak, h penysidang cecsl dan gender, serta menyediahan

llndum‘m hlth y-u aman, antl kekerasan, inklusif dan efekiif bagl semua.




Matriks | |, PILAR BONIAL

B NESRTARAAN GENDER M. pul Nooet Gendar den Momberdayohen Nanm P »
= “'l T Angkn Targrt

» |
Kamte | | Wawderd | Basmaran / Inddibator Program Bumber Duta | Katusn Fm’ 2025] ’JO’M] ?Im] 2028] 2029 BKFD Prlaksans
8,4 Menghisniskan segala bentuk kekerusan terhadap kaum perempuan di ruang pubiik dan pribedi, termssuk perdsgangan orang dan
- |#knpltinal nekauial, serta bertagal jenin ekaploias! lainnya.

5.9 Inlnu“lmpluinn semiua pmhllh Lerlshaya, sepert] perkawinan usls anak, perkawinan dinl dan pakaa, serta sunatl perempuan.

8, Muuumln partisipas! peruh din efektif, dan kenempalsn yang sams bagl perempuan untuk me pin dl semua tinglkat

e p-u.pmlplhn kegnitunan dalam kehldupan politik, ekanoml, dan rasyarakat,

5,8 (0610 |Pmporsl kursl yang [8.01,03 FROOIAM [1lakestangpol [ Pereen [13,34 ot 167 16467 1647 (20 BADAN KESATUAN
dutudukl FENINOKATAN BANGSA DAN
perempuan Al (a) PERAN PARTAI POLITIK
partemen Hnghat POLITIK DAN
pusat, () LEMBAGA
pemerintish dasrah. |FENDIDIKAN

MIELALUI
FENDIDIKAN
POLITIK DAN
FENOEMBANOAN
ETIKA BEIKTA
BUDAYA POLITIK

8.0 Meningkatkan penggunsan teknologl yang memampukan, khususnya teknologl informasl dan komunikasl untuk meningkatksn
pemberdayann perempnian,

6.b 5.0.1%  [Proporel individu 4. 16,03 PROGRAM | Y Persen (8O3 K033 |81 B2 L] 4 DINAS
yang PENGELOLAAN (Husenan) KOMUNIKASI,
menguasal/ memiliki| AFLIKASI Maret INFORMATIKA,
telepon gengEam, INFORMATIKA STATISTIK DAN

PERSANDIAN

Matriks 1 3. PILAR LINGKURGAN HIDUP
6 AIR BERSIN DAN BANITASI LAYAX Monjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Alr Bersih dan Sanitasi yang Berkslanjutan

pasokan air tawar ya

ng berkel

menderita akibat kelangkaan air.

untuk me

Angka Target
4 BKFD Pelaksana
Kido 1| Kended | Banaran / Indikator Program Bumber Data | Batuan| Dasar 2025 | 2026
(haseline)

0,1 Pada tahun 2030, mencapal nkses universal dan merta terhadap alr minum yang aman dan terjangikau bagi semua.

6,1 [6.1,1* |Presentase rumsh  [1.03.03 PROORAM |Dinas PUPR  Persen |12,02 11,96 |12,65 (13,28 |13,91 (14,54 |DINAS
tanggn yang PENGELOLAAN Kab. HAT PEKERJAAN
menggunakan DAN UMUM DAN
layunan alr minum |[PENOGEMUANGAN PENATAAN RUANG
yang dikelols secara |BISTIEM
aman, FENYEDIAAN AIR

MINUM

6,2 Pada whun 2030, mencapal akaes lerhadap sanitasl dan keberalhan yang dal dan ta bagl dan ghentik
praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok
masyarnkat rentan,

6,2 6.2.1° |Persentase rumah  [1.03.05 PROGRAM [Dinas PUPR  |Pernen |0,09 0,21 |1,85 |2,51 |2,76 |[3,01 |DINAS
tangga yang PENGELOLAAN Kab, HST PEKERJAAN
menggunakan DAN UMUM DAN
luyanan sanitasi PFENOEMBANGAN PENATAAN RUANG
yang dikelola necara (SISTEM AIR

|aman, termasuk LIMBAH
fasilitas cucl tangan
dengan alr dan
sabun.

6,3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangl polusi, ghilangkan buangan, dan meminimalkan pelepasan
material dan bahan kimia berbahays, mengurangi setengah proporsi air imbah yang lh.lnk diolah, dan sccara signifikan
meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kemball barang daur ulang yang aman secara global.

04 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan eflaienal penggunaan alr di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan

alr, dan secara signifikan mengurangl jumlah orang yang

Matriks 1 2, FILAR EKONOMI
7 ENEZROI BERSTH DAN TERJANGKAU Menjamin Akses Energl yang Terjangkan, Andal, Berkelanjutan dan Modera ustuk Semua

Matriks 1 2. PILAR EKONOMI

lmumuvupummmmmmmmwml lanja K np
Kerja yang Produktif dan Menysluruh, serta Pokerjaan yang Layak untuk Semua

Angha Target
Kodel| Kode2 | Basaran / Indikstor Program Sumber Data |Batuan Dac::;.’ 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 SKPD Pelaksana
K1 M riahunk rumtuhan ek | per kapita I dengan kondisl naslonal dan, kh a, sctidaknya 7 persen

pe
pmuml;uhnn produk domestik brut per tahun di negara kurang berkembang.




8,1 [8.1.1* [Laju pertumbuhan |5.01.03 PROORAM |Bappelitbang |Persen |4,71 531 (591 651 |[7,]1 |7.71 |BADAN

PDB per kapita, KOORDINASI DAN |da Kab. HST PERENCANAAN
SINKRONISASI PEMBANGUNAN
PERENCANAAN RISET DAN
PEMBANGUNAN INOVAS] DAERAH
DAERAH

8,2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggl, melalui diversifiknsi, peningkatan dan | i teknologl, ter k melatul
fokus pada acktor yang memberi nilai tambah tinggl dan padat karya.

8,2 18.2.1' |Laju pertumbuhan |2.07.04 PROORAM [DPMPTSPTK |Persen |0.12 0,13 [o0,4 0,13 [0,16 |0,17 |DINAS
PDB per tenaga PENEMPATAN PENANAMAN
kerja/Tingkat TENAGA KERJA MODAL DAN
pertumbuhan PDB PELAYANAN
riil per crang TERPADU SATU
bekerja per tahun. PINTU

8,5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang
muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pckerjaan yang sama nilainya.

8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebjjakan untuk P ikan par berkelanjutan yang menciptakan
lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

8,9 |8.9.1.(a) |Jumlah Kunjungan |3.26.03 PROGRAM |Disporabudpa|Orang |37 a1 43 45 47 49 DINAS PEMUDA
wisatawan PEMASARAN | rekraf Kab. OLAHRAQGA,
MANCADCEATA. PARIWISATA HST KEBUDAYAAN,

PARIWISATA DAN
EKONOMI
KREATIF

8,9 [8.9.1.m)|Jumlah kunjungan |3.26.03 PROGRAM |Disporabudpa|Orang [255646  |110000]110000 [115000 115000 | 120000 | DINAS PEMUDA
wisatawan PEMASARAN rekraf Kab. OLAHRAQA,
nusantara. PARIWISATA HST KEBUDAYAAN,

PARTWISATA DAN
EKONOMI
KREATIF

Matriks 1 3. PILAR EKONOMI

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR Membangun Infre yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,

serta Mendorong Inovasl

Angka Target
Kodel| Kode2 | Sasaran / Indikator Program Sumber Data | Satuan| Dasar 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 SKPD Pelaksana
(baseline}

9,1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas,
untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejaht ia, d fokus pada akscs yang terjangkau dan merata bagi
semua.

9,2 Mec ik dustrialisasi inklusif dan bcrln:lnnjutnn. dan pndn nhun 2030 l:cnn signifikan meningkatkan proporsi industri
dnhmhpnnymkedudmprodukdomzsﬁbrum. jalan d i 1, dan ingkatian dua kali lipat proporsinya di
negarna k g berl

9,5 Memperkuat riset flmiah, mmm;hthm kapabilitas I:kmbg;l uckmr induut:rl di semua negln. terutama berkemb
termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara s ingkatkan j h pekerja penelitian dan pcng:mbtngnn
per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik d.nn swasta untuk penelitian dan pengembangan.

9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologl informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal
dan terjangkau interet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

9.¢c [9.c.1* |Proporsi penduduk |2.16.03 PROGRAM |Dinas Persen |91,39 91,39 [91,4 9141 |91,42 |91,43 |DINAS
terlayani mobile PENGELOLAAN Kominfo Kab. KOMUNIKASI,
broadband. APLIKASI HST INFORMATIKA,

INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Matriks 1 3. PILAR EKONOMI
10 BERKURANGNYA EESENJANGAN Mengurangl Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
Angka Target
Kodel| Kode2 | Sasaran / Indikator Program Sumber Data | Satuan Duw 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 SKPD Pelaksana
(basetine)

10,1 Pada tahun 2030, secara progresif m i dan tahankan per han pendap penduduk yang berada di h 40%
dari populasi pada tingkat yang lebih u.nu;l dari rata-ra ata nasional

10,1 |10.1.1.( |Jumlah desa 2.13.04 PROGRAM |Dinas PMD Desa |0 o o o 0 0 DINAS

c) tertinggal ADMINISTRAS!  |Kab. HST PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN
DESA DESA
10,1 [10.1.1.( [Persentase 1.06.04 PROGRAM [Dinsos PPKB [Persen [5.12 512 [505 |[s 495 [49 [DINAS SOSIAL,
b) penduduk yang REHABILITASI PPPA PENGENDALIAN
hidup di bawah SOSIAL PENDUDUK,
garis kemiskinan KELUARGA
lonal, menurut BERENCANA,
jenis kelamin dan PEMBERDAYAAN
kelompok umur. PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK




101 10 L] (1) Persentase 213,02 PROORAM [ Dinas MDD Persen [0 ] 0 0 0 0 DINAS
] penduduk miskin @i |[FENATAAN DESA |Kab HST PEMISERDAYAAN
dacrah tertinggal MASYARAKAT DAN
DEAA
10,1 {10.1 1 { [Jumlah Desa 2.13.05 PROORAM | Dinas 'MD  [Desa  [9) 108 116 1Py 139 145 |DINAS
d) Manedint FEMBERDAYAAN |Kab. HST FEMBEWDAYAAN
LEMRAOA MASYARAKAT DAN
KEMASYARAKATA DESA
N, LEMBAOA
ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
10,2 Fada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inktusi sosial, ekomomi dan potitik bagl semua, teriepas dard usis, jenis
kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomf{ atau status lainrya.
10,3 Menjamin kescmpatan yang sama dnn mm;unmd tmnluun hasil, termasuk dengan menghapus hulkurn, k kan dan praktik
yang diskriminatif, dan memp: gislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat mu!kﬂshlld‘nhebihhn tersebut.
10,4 Mengadopai kebijal ter kebijak MLummmmmmmwmmm
lebih besar.
10,4 |10.4.1.( |Persentase cakupan |2.07.05 FROGRAM | DPMPTSPTK |Persen |35,46 57,78 |683 |752 |813 |9035 [DINAS
b kepesertaan HUBUNGAN PENANAMAN
Jaminan Sosial INDUSTRIAL MODAL DAN
Ketenagakerjaan. PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

Matriks 1 3. PILAR LINGKUNGAN HIDUP
11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANO RERKELANJUTAN Menjadikan Kota dan Permukiman Inkinslf, Amen, Tangguh dan Berkelanfutan

Angka Target
Kodel] Kode2 | Sasaran / Indikator Program Sumber Data | Satuan| Dasar 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 SKPD Pelaksana
(baseline)

111 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta
menata kawasan kumuh

11,1 |11.1.1.( |Persentase rumah |1.04.02 PROORAM |Dinas Perkim |Persen |97.74 98,36 |98.98 996 |100 100 DINAS

a) tangga yang PENGEMBANGAN |Kab, HST PERUMAHAN
memiliki akses PERUMAHAN RAKYAT,
terhadap hunian KAWASAN
yang layak dan PERMUKIMAN
terjangkau. DAN PERTANAHAN

11,3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan
permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara

11,3 |11.3.1.( |Rasio laju perluasan|1.03.12 PROGRAM |Dinas PUPR |Angka |0.43 0,43 |0,43 0,43 |0,43 |0,43 |DINAS

a) lahan terbangun PENYELENGGQARA |Kab. HST PEKERJAAN
terhadap laju AN PENATAAN UMUM DAN
pertumbuhan RUANG PENATAAN RUANG
penduduk.

115 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi
kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-
orang dalam situasi rentan.

11,5 |11.5.2.( |Proporsi kerugian 1.05.03 PROGRAM |BPBD HST % 100 100 100 100 100 100 BADAN

a) |ekonomi langsung |PENANGGULANGA PENANGGULANAN
akibat bencana N BENCANA BENCANA
relatif terhadap PDB DAERAH DAN

PEMADAM
KEBAXARAN

11,5 |11.5.1* |Jumlah korban 1.05.03 PROGRAM |[BPBD HST  |Orang |250 250 1250 350 |250 [250 |BADAN
meninggal, hilang |PENANGGULANGA PENANGGULANAN
dan terkena dampak{N BENCANA BENCANA
bencana per DAERAH DAN
100.000 orang. PEMADAM

KEBAKARAN

11,6 Pada tahun 2030, mengurangl dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugik ter k dengs beri perhati
khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

116 |11.6.2.( |Indeks Kualitas 2.11.02 PROGRAM |Dinas LHP Indeks (98,33 71,18 [71,38 |71,58 |71,78 |71.98 |DINAS

] Udara PERENCANAAN Kab. HST LINOKUNQAN

LINOKUNGAN HIDUP
HIDUP

11a Mendukung hubungan el I, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perd dengan rkuat
peren pemb jonal dan daerah.

1L.b Pada whun 2020, ingkatkan secara sub jal jumlah kota dan permuki dopsi dan mengump

kebtjakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, eflalensl sumber hﬂ. wdnn mptul terhadap perubahan
fclim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik naiko bencana i semua
lini, sesusi dengan the Bendal Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.




1L (1 b2 [Persentase 1.05.03 PROORAM [(P10D ST |% 100 106 100 100 100 100 IHADAN
{pemerinth deerah  |[FENANOOULANOA FENANOGOULARAN
yang mengsdopsd | N IIENCANA BENCANA
Aan me neraplan DAERAM DAN
strateg FEMADAM
proanggulangan KEBAKARAN
berrana darrsh
yang srlaras dengan
rencana/sMrateg
| nasirmnal
penanggulangan
bencana.
Matriks 1 3. FILAR LINGKUNGAN HIDUP
ummmunnnumouwnlwmmmml «f yang Berkelant
Angka T P
Kodel| Koded | Basaran / Indikator Progmm Bumber Data | Batuan| Da-arh m'mlmImlm BKFD Pelaksana
12,1

Melaksarakan the 10-Year Framewnrk of Prograrames on Busuhubk
mengambil tindakan, dipimpin negara maju, d

h

AN memper

Cmmmpmmhuducﬂmmdmmmmm
gunan dan kspasitas negara berkembeng,

123

Pada tahun 2030, mmdhhwlttmnhnylﬁmhhpnnn

;:rhpﬂaﬂ)b:ldlmmddnnkanmmﬂnmw

kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan kan ter kehilanigan saat pasca panen.
123 12.3.1.( |Persentase Sisa 3.27.02 PROGRAM | Dinas Persen |0 0 12 1 10 9 DINAS PERTANIAN
a) Makanan PENYEDIAAN DAN |Pertanian
PENOEMBANGAN |Kab. HST
SARANA
PERTANIAN

12,4

MmmmnImbhahhmmuhnm
sesuai ketangka kerja inter

di | dan

signifikan

ke udara, air, dnnnmhunmkmemhmmndmpkhmkmiakmhlun

hd-lhnhhmrlmhhﬁunpn,dinmmhﬂnm
mengurang) percemaran bahan kimia dan Embah tersebast
manusia dan lingkungan.

12,6

Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan
mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam sikhus

pelaporan mereka.

transnasional, untuk mengadopsl prakiek-praktek berkelanfutan dan

126 |12.6.1° [Jumlah perusahaan |2.07.05 PROGRAM DPMPTSPTK |0 0 1 1 1 1 1 DINAS
yang mempublikasi |HUBUNOAN PENANAMAN
laporan INDUSTRIAL MODAL DAN
keberlanjutannya PELAYANAN
funtuk 9 sektor |TERPADU SATU
utama) PINTU

12,8

Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi
prmbangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang sclaras dengan alam.

yang relevan dan kesadaran terhadap

12b

Hmmmnmmﬁmpbmum alat untuk m it

dampak pemb berkelanjutan untuk pariwisata yang

berkelanjutan yang dapat menciptakan hpmmmmmn;mnmmm
12b |12 b.1( [Jumlah lokasi 3.26.02 PROGRAM | Disporabudpa | Lokasi [4 4 4 5 6 d DINAS PEMUDA
pencrapan PENINGKATAN |rekeraf Kab. OLAHRAGA,
sustainable tourism |DAYA TARIK HST KEBUDAYAAN,
development DESTINAS] PARTWISATA DAN
PARTWISATA EKONOMI
KREATIP

Marriks 1 3. PILAR LINGKUNGAN HIDUP
ummummmmmmmmm—mm

Angka
Kodel| Kode2 | Sasaran / Indikator Program Sumber Data | Satuan| Daarfr) mslmlmlmlm SKPD Prlaksana
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhada bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
13,1 |13.1.1( |[Jumlah korban 1.05.03 PROGRAM [BPBD HST  |Orang [250 250 [300 [350 [400 [450 |BADAN
a) meninggal, hilang |PENANGGOULANGA PENANGGULANAN
dan terkena dampak|N BENCANA BENCANA
bencana DAERAH DAN
hidrometeorologi per| PEMADAM
100.000 orang KEBAKARAN
13,1 |13.1.3* |Persentase 1.03.03 PROGRAM |BPBD HST Yo 100 100 100 100 100 100 BADAN
pemerintah daecrah |PENANGGULANGA PENANGGULANAN
yang mengadopsi  |N BENCANA BENCANA
dan menerapkan DAERAH DAN
strategi PEMADAM
penanggulangan KEBAKARAN
bencana daerah
yang selaras dengan
rencana [ strategi
nasicnal
penanggulangan
bencana

132

1332




14 EXOAIATEM LAUTAN Melestarikan dan Memanfaatkan Derkelanjutan fumber Dayn Helaut:

dan B 4 tuk Pemb

guasn
Nerkelanjutan
Angka Targnt
< Hat Du HKIM) Pelak
Kodel| Kexded | Basaran / Indikator Program Bumber Data uan sar 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 sana
(bameline)

14,4 Pada tahun 2020, sccara efekuf mongatur pemanenan dan menghentikan penangkapan lkan yang berlebihan, penangkapan lkan
itrgal dan praktek penangkapan (kan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasia imu pengrtahuan, untuk
memulihkan persedinan (kan secara layak dalam wakiu yang paling singkat yang memungkinkan, setldaknya ke tingkat yang dapat
memprodukal hasll makaimum yang berkelanjutan sesual karakieristik biologianya.

14,6 Melarang beatuk-bentuk subsidl perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelobihan kng dan pr kapan (kan

berlebihan, menghllangkan subaidi yang berkontribual terhadap penangkapan fkan flegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan
menahan jenin subskll baru, dengan mengakul bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara
berkembang & negam kumng berkembang harus menjadi baglan integral darl negoslasl subskdi perikanan pada the World Trade

Organlzation (WTO) pada tahun 2020,

Matriks 1 3. PFILAR LINOKUNGAN HIDUP
18 EKOSISTEM DARATAN Melind:

g, Merest { dan Menloghatkan P fastan Berkelanjutan Ekoslstem Daratan, Mengelola Hutan
secara Lestarl, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradas! Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Naysti
Matriks 1 4. PILAR HUKUM & TATA KELOLA
16 FERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGOUH Menguatkan Masyarak yung Inkiusif dan D A k Pemb
Berkelanjutan, Menyedinan Akses Keadilan k B8 dan Membangua Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif i 8
Tingkatan

Angka Target
Kodel| Kode2 | Sanaran / Indikator Program Sumber Data |Satunn| Dasar e I P | 2037 [ 2028 I 2020 | SKFD Pelaksana
(buseline)
16,1 Secum alenifikon mepeurangd scgala bentuk kekemaoa don teckpil angkn kemating dimangoun.
16,1 ]16.10.2.|Jumlah Hadan 2.16.02 FROORAM |Dinas Badan |0 o 1] 1 1 1 DINAS
(m) Publik yang PENOELOLAAN Kominfo Kab. |Publik KOMUNIKASI,

berkualifiknsl INFORMASI DAN |HST INFORMATIKA,
Informatif. KOMUNIKASI STATISTIK DAN

PUBLIK PERSANDIAN
16,2 Menghentikan perlakuan kejam, ckaploltasi, per dan segnla t k kel dan peny terhadap anak.

16,2 [16.2.2* [Angka korban 2.08.03 PROGRAM [Dinas Sosial [Persen [1.46 146 [145 144 [1.43 1,42 [DINAS SOSIAL,
perdagangan PERLINDUNGAN  [PPKB PPPA PENOENDALIAN
marusia per PEREMPUAN PENDUDUK,
100.000 penduduk KELUARGA
menurut jenis BERENCANA,
kelamin, kelompok PEMBERDAYAAN
umur dan jenis PEREMPUAN DAN
cksploitasi. PERLINDUNOAN

ANAK

16,2 |16.2.3.( |Proporsi perempuan |2.08.07 PROORAM [Dinas Sosinl [Pernen [0,27 0,27 0,26 0,25 [0,24 [0,23 |DINAS SOSIAL,

a) dan laki-lakd muda |PERLINDUNGAN |PPKB PPPA PENGENDALIAN
umur 18-24 tahun |KHUSUS ANAK PENDUDUK,
yang mengalami KELUARGA
kekernsan scksual BERENCANA,
scbelum umur 18 PEMBERDAYAAN
tahun PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN
ANAK

16,3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan
bagl semua.

16,3 [16.3.1.( [Jumlnh orang atau (4.01.02 PROORAM [SETDA KAB. |Orang [33 26 33 33 33 33 SEKRETARIAT

b) kelompok PEMERINTAHAN |HST DAERAH
masyarnkat miskin |[DAN
yang memperolch | KESEJAHTERAAN
bantuan hukum RAKYAT
litigasi dan non
Litigasi.

16,5 Secara substansinl mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

16,5 |16.5.1.( |Indeks Perilaku Anti [5.01.02 PROGRAM |Inspektorat |indeks |3 3,02 13,05 [3,075 [3,105 [3.145 [INSPEKTORAT

a) Korupai (IPAK). PERENCANAAN, |[Kab, HST

PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

DAERAH
16.6 Mmhmnn.knpnunnukm.u mmmmm
16,6 |16.6.1.( |Persentasc instansl |6.01,02 PROORAM |Inspekiorat  |Persen | 100 100 100 100 100 100 INIPEKTORAT

a) pemerintah yang PENYELENGQOARA |Kab, HST
mendapat opini AN PENOAWASAN
Wajar Tanpa
Pengrcualian (WTP),




16,7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
16,7 |16.7.2.( |Indeks Kapasitas 8,01.03 PROORAM | Bakesbangpo! | Indeks | 84,52 84,58 |84,64 81,11 |84,7 |B4,82 |BADAN KESATUAN
a) Lembaga Demokrnsl | PENINOKATAN BANGSA DAN
PERAN PARTAI POLITIK
POLITIK DAN
LEMBAQA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENOEMBANQGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
16,7 |16.7.1.( |Persentase 8.01.03 PROORAM |Bakesbangpol |Persen |13,34 16,67 16,67 |16,67 (1667 |20 BADAN KESATUAN
b) keterwakilan PENINOKATAN BANGSA DAN
perempuan schagal |PERAN PARTAI POLITIK
pengambilan POLITIK DAN
keputusan di LEMBAGA
lembaga eksckutif |PENDIDIKAN
(Esclon I dan In). MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
16.9 Pada tahun 2030, memberikan jdentitas MU, i
16,9 |16.9.1* |Proporsi anak umur |2.12.03 PROOGRAM |Renstra Dinas| persent| 100 100 100 100 100 100  |DINAS
di bawah 5 tahun  |PENCATATAN Kependuduka |ase KEPENDUDUKAN
yang kelahirannya |SIFIL n dan DAN PENCATATAN
dicatat oleh lembaga Pencatatan SIPIL
pencatatan sipil, Sipil 2025-
menurut umur. 2029
16,9 |16.9.1.( |Persentase 2.12.03 PROGRAM |Renstra Dinas|persent|99,96 99 100 100 100 100 DINAS
a) kepemilikan akta PENCATATAN Kependuduka jase KEPENDUDUKAN
lahir untuk SIFIL n dan DAN PENCATATAN
penduduk 0-17 Pencatatan SIPIL
tahun pada 40% Sipil 2025-
berpendapatan 2029
bawah.
16,9 |16.9.1.( |Persentase cakupan [2.12.03 PROGRAM [Renstra Dinas|persent|99.96 %9 100|100 100 (100 |DINAS
b) kepemilikan akta  |PENCATATAN Kependuduka [ase KEPENDUDUKAN
|kelahiran pada SIPIL n dan DAN PENCATATAN
penduduk 0-17 Pencatatan SIFIL
tahun. Sipil 2025
2029
16.b Menggalakkan dan ﬁgg_gmg undang-
16.b |[16.b.1.( [Jumlah kebijakan [4.01.02 PROGRAM [SETDA KAB. |Kebijak
a) yang diskriminatif |PEMERINTAHAN [HST an
dalam 12 bulan lalu [DAN
berdasarkan KESEJAHTERAAN
pelarangan RAKYAT
diskriminasi
menurut hukum
HAM Internasional

Matriks 1 2. PILAR EKONOMI

17 EEMITRAAN UNTUE MENCAPAI TUJUAN Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasli Kemitraan Global k Pembangunan
Berkelanjutan
Angka Target
Kodel| Kode2 | Sasaran / Indikator Program Sumber Data | Satuan ms;‘rﬂ 2025 2027 | 2028 SKPD Pelaksana
17,1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan inter 1 kepada negara berk ang, untuk
meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
17,1 [17.17.1.|Jumlah Dokumen |2.18.02 PROGRAM |DPMPTSPTK |Dokum|0 0 0 0 0 0 DINAS
(a) Daftar Rencana PENGEMBANGAN en PENANAMAN
Proyek KPBU (DRK) |IKLIM MODAL DAN
yang diterbitkan PENANAMAN PELAYANAN
setiap tahun MODAL TERPADU SATU
PINTU
17,1 [17.17.1.|Jumlah proyek yang|2.18.02 PROGRAM [DPMPTSPTK |Proyck [0 0 0 0 0 0 DINAS
M) |ditawarkan untuk |PENGEMBANGAN PENANAMAN
dilaksanakan IKLIM MODAL DAN
dengan skema PENANAMAN PELAYANAN
Kerjasama MODAL TERPADU SATU
Pemerintah dan PINTU
Badan Usaha

(KPBU).
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